
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tcntang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalarn Lingkungan 
Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat clan 
Daerah Istirnewa Jogjakarta, scbagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pcrubahan Undang-Undang Nomor 16 clan 17 Tahun 1950 
tcntang Pernbentukan Kota-Kota Besar clan Kota-Kota Ketjil 
di Djawa [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 
Nomor 40, Tarnbahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 551]; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang 
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia 
T'ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana Lelah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nornor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent.ang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 
Nornor 58, 'I'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5679); 

a. bahwa dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah 
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada 
penyelenggara tempat parkir, baik dalarn hal penyelenggara 
ternpat parkir rnemungut sewa parkir maupun tidak 
memungut sewa parkir; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketcntuan pasal 5 ayat (2) 
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pajak Parkir, perlu diatur dasar pengenaan pajak 
par kir; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a dan huruf b perlu mcnetapkan Peraturan 
Walikota tentang dasar pengenaan pajak parkir; 

WALIKOTA PEKALONGAN, 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

TENT ANG 

DASAR PENGENAAN PAJAK PARKIR 

PERATURAN WALIKOTA PEKALONO-AN 
NOMOR44 TAHUN 2017 

\VALIKOTA PEKALONGAN 
PROVINS! JAWA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dcngan: 
l. Daerah adalah Kota Pekalongan. 
2. Pemerintah Dacrah adalah Walikota dan Perangkat Daerah scbagai unsur 

penyelenggara Pemerint.ahan Daerah. 
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan. 
4. Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 

orang pribacli atau badan yang bersifat memaksa bcrdasarkan Undang­ 
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kernakrnuran 
rakyat. 

5. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, perscroan 
lainnya, badan usaha milik ncgara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 
(BUMD) dcngan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekucuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lernbaga dan bentuk 
badan lainnya termasuk kontrak invcstasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan ternpat parkir di luar badan 
jalan, baik yang di::ic.:dh.ikan bcrkaitan dcngan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, terrnasuk pcnycdiaan tempat penitipan 
kendaraan bcrmotor. 

7. Parkir adalah keadaan Lidak bcrgerak suatu kcndaraan yang tidak bersifat 
semcntara. 

8. Kcndaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta 
gandengannya yang digunakan di sernua jcnis jalan darat, dan digerakkan 
oleh pcralatan tcknik bcrupa motor atau peralatan Jainnya yang berfungsi 
untuk mengubah suatu sumber daya energi tertcntu mcnjadi tenaga gerak 
kcndaraan bcrmotor yang bersangkutan, terrnasuk alai-alat berat dan alat­ 
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak 
mclckat sccara permanen serta kendaraan berrnotor yang diopcrasikan di 
air. 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALIKOTA TENTANO DASAR PENGENAAN 
PAJAK PARK!R 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan 
Kabupacen Daerah Tingkat II Batang [Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1988 Nornor 42, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pajak Parkir [Lembaran Daerah Kota Pckalongan 
Tahun 2011 Nomor 9); 



(I) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan 
parkir kendaraan bcrmotor. 

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang 
mcnyelenggarakan tcrnpat Parkir. 

Pasal 4 

(1) Objek Pajak Parkir adalah pcnyelenggaraan tempat Parkir di luar badan 
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang 
discdiakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat pcnitipan 
kendaraan bcrmotor. 

(2) Tidak tcrmasuk objek pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: 
a. penyelenggaraan tcmpat Parkir oleh Pcmerintah dan Pemcrintah 

Daerah; 
b. penyclenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawannya scndiri; 
c. penyelenggaraan ternpat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan 

negara asing dengan asas timbal balik; dan 
d. penyelenggaraan tempat Parkir yang hanya digunakan untuk r.cmpat 

ibadah. 

Pasal3 

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut pajak atas penyelcnggaraan tempat parkir 
di luar badan jalan, yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 
yang disediakan sebagai suatu usaha, baik dalam hal penyelenggara ternpat 
parkir memungut sewa parkir maupun tidak memungut scwa parkir, termasuk 
penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. 

Pasal 2 

BAB II 
NAMA, ODJEK DAN SUBJEK PAJAK 

9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak. 
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, rneliputi pembayar pajak, 

pernotong pajak, dan pernungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban pcrpajakan sesuai dcngan ketenruan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 

11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bu Ian kalender atau jangka waktu 
lain yang diatur dcngan Peraturan Walikota paling Joma 3 (tiga) bulan 
kalendcr, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, 
menyetor, dan melaporkan pajak yang ierutang. 

12. Tahun Pajak adalah jangka wakt.u yang lamanya 1 (satu] tahun kalender, 
kccuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan 
tahun kalendcr. 

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, 
dalam Masa Pajak, dalarn Tahun Pajak, atau dalarn Bagian Tahun Pajak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, 

14. Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 
data objek dan subjck pajak, penentuan bcsarnya pajak yang terutang 
sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta 
pcngawasan penyetorannya. 



( 1) l3esaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara. mengalikan 
tarif sebagaimana climaksud dalarn Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (I). 

(2) Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah dacrah ternpat parkir 
berlokasi. 

Pasal 7 

Tarif pajak parkir ditctapkan sebagai berikut: 
a. penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima 

jasa parkir dengan rnenggunakan tarif sewa parkir tetap dan parkir khusus 
dikenakan pajak parkir sebesar 20% (dua puluh) persen dari pembayaran; 

b. pcnyclenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kcpada pcnerima 
jasa parkir dengan menggunakan tarif scwa parkir progresif dikcnakan 
pajak parkir sebesar 25% (dua puluh lima) perscn dari pembayaran; 

c. penyelenggara tempat parkir yang mernungut sewa parkir kepada penerirna 
jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet atau parkir yang 
memberikan pelayanan sejenis, dikenakan pajak parkir sesebar 30% (tiga 
puluh) persen dari pernbayaran: 

d. penyclcnggara tempat parkir yang tidak memungut sewa parkir dikcnakan 
pajak parkir sebesar 20% (dua puluh) persen dari jumlah pembayaran yang 
seharusnya dibayar kepada penyelenggara parkir. 

Pasal6 

(1) Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pernbayaran atau yang 
seharusnya dibayar kepada pcnyelenggara parkir, baik dalarn hal 
penyelenggara tempat parkir memungut scwa parkir maupun tidak 
memungut sewa parkir. 

(2) Jumlah yang harus dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
potongan harga parkir curna-curna yang diberikan kepada penerirna jasa 
parkir. 

(3) Pembayaran pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jcnis 
pernbayaran untuk parkir tetap, progrcsif, vallet dan parkir khusus, 
termasuk penyediaan penitipan kendaraan bermotor. 

(4) Pcnyelenggara tempat parkir yang tidak rnernungut sewa parkir kepada 
penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dihitung dcngan memperhatikan luas area parkir, 
jurnlah kapasitas parkir maksimal tiap jcnis kendaraan, jumlah prosentase 
rata-rata kcndaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional 
tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan dengan jenis tarif sewa 
parkir. 

(5) Tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku kctentuan tarif 
retribusi parkir clitepi jalan umum dengan rincian sebagai berikut : 
a. kendaraan bcrrnotor roda lebih dari empat sebesar Rp. 15.000,00 (lima 

bclas ribu rupiah); 
b. kendaraan bermotor roda empat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); 
c. kendaraan berrnotor roda tiga sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); 
cl. kcndaraan bermotor roda dua scbesar Rp. l.000,00 (seribu rupiah). 

BAB Ill 
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK PARKIR 

Pasal 5 
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Pasal 8 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kota Pekalongan. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 


